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FASILITAS! PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

UMUM

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang
pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat
merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan
pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak
sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat
merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal
ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mengakibatkan
bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilainilai budaya bangsa yang pada
akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kota Sibolga sebagai kota Negeri Berbilang Kaum dan perdagangan yang
memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta
berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi
penvalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu, dewasa ini kasus
tindak pidana Narkoba di Kota Sibolga menunjukkan kecenderungan yang
semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban
yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan
upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan
peredaranya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi vang
semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi daerah, yakni dengan
melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika. Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas
melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur
mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota lainnya maupun Lembaga Non pemerintah. Peraturan Daerah
ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk
mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi.Pendampingan dan/atau
advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan
kepada orang tua atau keluarganya.Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai
pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat
terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam
usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota
masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan
penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada
aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dan prekursor narkotika di Daerah.



